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IMPLEMENTASI PMK NOMOR 168 TAHUN 2023 DALAM ANALISIS
PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) PPH PASAL 21 BAGI
PEGAWAI TETAP PADA PT XYZ

ABSTRAK

Ni Luh Gede Novita Maharani

Perencanaan pajak merupakan tahap awal pengelolaan pajak perusahaan
dengan menganalisis peraturan perpajakan untuk memilih strategi penghematan
pajak yang dapat diterapkan oleh suatu perusahaan, namun tetap berada dalam
batas-batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. PT
XYZ merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang usaha restoran
yang memiliki potensi untuk melangsungkan kewajiban perpajakannya. Metode
pemotongan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap yang diterapkan adalah metode net.
Dengan ditetapkannya PMK Nomor 168 Tahun 2023, pemerintah menetapkan tarif
pajak penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dengan tarif
efektif rata-rata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan PPh
Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan PMK Nomor 168 Tahun 2023 dan
mengetahui dampak perencanaan pajak PPh Pasal 21 terhadap PPh Badan.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif komparatif dengan teknik
pengumpulan data dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data
sekunder. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil penelitian yang
menunjukkan perbedaan besaran PPh Pasal 21 setiap masa nya yang dihitung
berdasarkan PER-16/PJ/2016 dengan PMK Nomor 168 Tahun 2023 namun besaran
PPh Pasal 21 dalam setahun berjumlah sama. Sehingga penerapan PMK Nomor 168
Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk penyederhanaan perhitungan PPh Pasal
21. Dengan penerapan tax planning metode gross up mampu meminimalisasikan
jumlah pajak badan menjadi Rp248.734.494 atau memberikan penghematan pajak
badan sebesar Rp13.439.270.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Pasal 21, PMK Nomor 168 Tahun 2023,
PER-16/PJ/2016, Perencanaan Pajak, Penghematan Pajak
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IMPLEMENTATION OF PMK NUMBER 168 OF 2023
IN THE ANALYSIS OF TAX PLANNING PPH ARTICLE 21 FOR
EMPLOYEES AT PT XYZ

ABSTRACT
Ni Luh Gede Novita Maharani

Tax planning is the initial stage of corporate tax management by analyzing
tax regulations to select tax saving strategies that can be applied by a company, but
still within the limits set in the tax laws and regulations. PT XYZ is one of the
companies engaged in the restaurant business that has the potential to carry out its
tax obligations. The method of withholding Income Tax Article 21 for permanent
employees applied is the net method. With the enactment of PMK No. 168 of 2023,
the government sets the income tax rate for domestic individual taxpayers at the
average effective rate. The purpose of this study is to determine the comparison of
Income Tax Article 21 before and after the implementation of PMK No. 168 of 2023
and to determine the impact of Income Tax Article 21 tax planning on Corporate
Income Tax. This research is a comparative descriptive research with
documentation data collection techniques. The data source used is secondary data.
Based on the analysis that has been carried out, the research results show the
difference in the amount of Income Tax Article 21 for each period calculated based
on PER-16/PJ/2016 with PMK No. 168 of 2023 but the amount of Income Tax
Article 21 in a year is the same. So that the application of PMK No. 168 of 2023 is
a form of simplification of the calculation of Income Tax Article 21. The
implementation of tax planning using the gross up method is able to minimize the
amount of corporate tax to Rp248.734.494 or provide corporate tax savings of
Rp13.439.270.

Keywords: Income Tax Article 21, PMK Number 168 of 2023,
PER-16/PJ/2016, Tax Planning, Tax Savings
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas nasional bagi suatu negara.
Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pulau dengan jumlah
penduduk terbanyak ke empat di dunia (Ahdiat, 2023). Luasnya wilayah
Indonesia mendorong pembangunan infrastruktur agar dilakukan secara
massif dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia guna memastikan
terjaminnya ketersediaan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakatnya.
Untuk mendanai pembangunan nasional, dibutuhkan dana yang sangat besar
melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pendanaan tersebut
berasal dari Pendapatan Negara dan Hibah, serta Penerimaan Pembiayaan.
Selama ini, perpajakan masih mendominasi Pendapatan Negara dan Hibah
yaitu diatas 77%, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar 20% dan
sisanya Pendapatan Hibah (Nainggolan, 2022)

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan
untuk mendanai seluruh pengeluaran negara, termasuk pengeluaran rutin
maupun pengeluaran untuk pembangunan. Menurut publikasi Kementrian
Keuangan, kontribusi pajak terhadap pendapatan Negara tergolong paling
besar dibandingkan pendapatan dari sektor lain, penerimaan negara dari
pajak tahun 2023 tercatat telah mencapai Rp2.155,4 triliun mengalami

pertumbuhan sebesar 5,9%. Penerimaan tersebut sudah melampaui target



yang ditetapkan, dengan capaian 106,6% dari Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (APBN) atau 101,7% dari Perpres 75/2023 (Saptati, 2024). Hal ini
menunjukkan perkembangan dan pembangunan negara sangat tergantung
pada kontribusi sektor perpajakan dan mengharuskan Wajib Pajak untuk
secara aktif memenuhi kewajiban perpajakannya.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah
dan perusahaan dalam penilaian pajak. Perspektif pemerintah menilai pajak
sebagai sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk mendanai
seluruh pengeluaran negara, sedangkan perusahaan menilai pajak sebagai
beban yang akan mengurangi laba perusahaan. Perusahaan sebagai wajib
pajak memiliki tanggung jawab untuk mematuhi dan melaksanakan
kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semakin besar
laba yang diperoleh perusahaan berbanding lurus dengan semakin besarnya
beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Hal ini tentunya tidak
sejalan dengan tujuan perusahaan, salah satunya adalah memaksimalkan
kesejahteraan investor, manajemen dan pegawai, dengan cara
memaksimalkan nilai perusahaan melalui perolehan laba maksimum
(Pohan, 2016)

Sejak dilakukan reformasi sistem perpajakan di Indonesia pada tahun
1983, vyaitu beralihnya sistem pemungutan pajak dari Official Asessment
System ke Self Asessment System Wajib Pajak diberikan kepercayaan dan
tanggung jawab untuk menentukan, menghitung, menyetor, dan melaporkan

sendiri jumlah pajak yang harus dibayar. Dengan diberlakukannya Self



Asessment dapat mendorong hampir seluruh Wajib Pajak pribadi maupun
badan berupaya dalam meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan
kepada negara. Terdapat cara untuk meminimalkan beban pajak secara legal
yaitu dengan menerapkan perencanaan pajak (tax planning) (Suandy, 2017).

Perencanaan pajak (tax planning) merupakan tahap awal pengelolaan
pajak perusahaan dengan menganalisis peraturan perpajakan untuk memilih
strategi penghematan pajak yang dapat diterapkan oleh suatu perusahaan,
namun tetap berada dalam batas-batas yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan. Perencanaan pajak (tax planning) adalah
usaha yang mencakup perencanaan perpajakan dengan cara menekan beban
pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dengan memanfaatkan peraturan
perpajakan yang ada (Pohan, 2016). Tujuan utama dari perencanaan pajak
(tax planning) adalah untuk mengurangi secara legal total pajak yang harus
dibayarkan perusahaan. Pengurangan pajak hanya dapat dicapai melalui
pemanfaatan ketentuan undang-undang, sehingga perencanaan pajak
menjadi langkah yang tepat untuk meningkatkan efisiensi pembayaran
beban pajak. Perencanaan pajak (tax planning) dapat dilakukan dengan
berbagai cara dan metode, salah satunya dengan perencanaan pajak (tax
planning) PPh Pasal 21.

PPh Pasal 21 adalah salah satu jenis pajak yang berhubungan langsung
dengan masyarakat, khususnya para pegawai. PPh Pasal 21 adalah pajak
atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran

lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan



atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek
pajak dalam negeri, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 Undang-
Undang Pajak Penghasilan (Mardiasmo, 2019). Perencanaan terkait PPh
Pasal 21 sangat signifikan bagi perusahaan, selain untuk mendapatkan laba
yang maksimal, perusahaan juga harus memperhatikan kesejahteraan
karyawannya serta dampaknya bagi perusahaan. Terdapat tiga metode
pemotongan PPh Pasal 21 yang bisa diterapkan yaitu metode net (PPh Pasal
21 ditanggung oleh perusahaan), metode gross (PPh Pasal 21 ditanggung
karyawan), dan metode gross up (PPh Pasal 21 yang diberikan dalam bentuk
tunjangan). Dengan menerapkan metode pemotongan PPh Pasal 21
diharapkan perusahaan dapat mengeksplorasi alternatif dalam perencanaan
pajak (tax planning) untuk meminimalkan beban pajak badan yang harus
dibayarkan oleh perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada tanggal 29 Desember 2023 pemerintah telah menetapkan PMK
Nomor 168 Tahun 2023 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024,
PMK Nomor 168 Tahun 2023 mengatur tentang petunjuk pelaksanaan
pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa,
atau kegiatan orang pribadi. Peraturan tersebut menyebutkan terdapat
adanya penyederhanaan perhitungan tarif PPh Pasal 21 melalui tarif efektif
pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang terdiri atas: Tarif efektif
bulanan dan tarif efektif harian. Tarif efektif bulanan dikategorikan
berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status

perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak pada awal tahun pajak.



Sedangkan tarif efektif harian dikenakan kepada pegawai tidak tetap yang
menerima penghasilan bruto harian, mingguan, satuan, maupun borongan.
Berlakunya PMK Nomor 168 Tahun 2023 mengharuskan perusahaan
menyesuaikan perhitungan terbaru PPh Pasal 21 bagi karyawannya
berdasarkan peraturan tersebut mulai tanggal 1 Januari 2024.

PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha restoran
yang beralamat di JI. Dewi Sita Br. Ubud Tengah, Ubud Gianyar. Pada
tahun 2023 PT XYZ memiliki 29 orang karyawan. Perhitungan PPh Pasal
21 yang diterapkan PT XYZ dengan metode net yaitu perusahaan yang
menanggung PPh Pasal 21 karyawannya. Pada tahun 2023 perusahaan
membayar beban PPh Pasal 21 sebesar Rp70.389.100,00 dan PPh Badan
sebesar Rp262.173.764,00. Pada tabel 1.1 menunjukkan peningkatan

jumlah biaya PPh Pasal 21 dan PPh Badan dari tahun 2021 — 2023.

Tabel 1.1
Beban PPh Pasal 21 dan PPh Badan PT XYZ Tahun 2021-2023

PPh Pasal 21 PPh Badan
Tahun

(Rp) (Rp)
2021 58.855.712,00 102.105.688,79
2022 62.431.836,00 180.681.591,00
2023 70.389.100,00 262.173.764,00

Sumber : LMATS Consulting, 2024

Berdasarkan informasi dari tabel 1.1 tersebut, apabila PT XYZ tetap
menerapkan kebijakan perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode net maka
laba yang diperoleh perusahaan menjadi lebih kecil, karena dengan metode

ini biaya PPh Pasal 21 tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto



sehingga harus dikoreksi positif. Tingginya beban pajak yang harus
disetorkan perusahaan menyebabkan perusahaan perlu melakukan
perencanaan pajak (tax planning) sehingga perusahaan dapat
meminimalkan beban pajak badan sesuai dengan peraturan perpajakan yang
berlaku dan tetap dapat memaksimalkan laba perusahaan.

Berdasarkan permasalahan yang telah teridentifikasi, penulis
melaksanakan penelitian dengan judul “Implementasi PMK Nomor 168
Tahun 2023 dalam Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) PPh

Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Pada PT XYZ”

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan tersebut, maka
rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimanakah perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai
tetap sebelum dan sesudah penerapan PMK Nomor 168 Tahun 2023
pada PT XYZ?

1.2.2  Bagaimanakah dampak penerapan perencanaan pajak (tax planning)

PPh Pasal 21 terhadap beban pajak badan pada PT XYZ ?

1.3 Tujuan Penelitian
Penerapan perencanaan pajak (tax planning) PPh Pasal 21 bagi pegawai
tetap dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan peraturan perpajakan
yang berlaku. Penelitian ini secara khusus membatasi masalah perencanaan

pajak (tax planning) PPh Pasal 21 dengan membandingkan penerapan metode



perhitungan PPh Pasal 21 yaitu metode net (PPh Pasal 21 ditanggung

perusahaan), metode gross (PPh Pasal 21 ditanggung karyawan), dan metode

gross up (PPh Pasal 21 yang diberikan dalam bentuk tunjangan). Adapun

tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1.3.2

Untuk mengetahui perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 bagi
pegawai tetap sebelum dan sesudah penerapan PMK Nomor 168
Tahun 2023 pada PT XYZ?

Untuk mengetahui dampak penerapan perencanaan pajak (tax

planning) PPh Pasal 21 terhadap beban pajak badan pada PT XYZ.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini

diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat berkontribusi untuk berbagai

kalangan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:
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1.4.2

Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan
mahasiswa serta mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh
dibangku perkuliahan terkait dengan perencanaan pajak (tax
planning) PPh Pasal 21 dalam mengefisiensikan beban pajak badan.
Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa

sumber referensi dan tambahan informasi dalam pengembangan



143

penelitian selanjutnya bagi mahasiswa jurusan Akuntansi di
Politeknik Negeri Bali.
Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat
digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penerapan
perencanaan pajak (tax planning) sesuai dengan peraturan yang
berlaku dan diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan
masukan tentang pentingnya perencanaan pajak (tax planning)

didalam perusahaan agar dapat memaksimalkan laba perusahaan.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Pemerintah telah menyusun skema perhitungan PPh Pasal 21 melalui PMK

Nomor 168 Tahun 2023 yang berlaku per tanggal 1 Januari 2024 yaitu dengan

Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk masa pajak selain masa pajak terakhir dan

menggunakan Tarif Pasal 17 ayat (1) UU PPh untuk masa pajak terakhir.

Dalam hal ini perusahaan harus menyesuaikan perhitungan PPh Pasal 21 bagi

pegawainya berdasarkan peraturan terbaru tersebut, sehingga berdasarkan hasil

pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

a.

Terdapat perbedaan jumlah biaya PPh Pasal 21 pegawai tetap di setiap
masa pajaknya sebelum dan sesudah penerapan PMK Nomor 168 tahun
2023. Jumlah biaya PPh Pasal 21 pegawai tetap per bulannya setelah
penerapan PMK Nomor 168 Tahun 2023 akan lebih besar maupun lebih
kecil dibandingkan dengan sebelum penerapan PMK Nomor 168 Tahun
2023. Namun untuk perhitungan PPh Pasal 21 dalam setahun akan
berjumlah sama yaitu sebesar Rp70.389.100. Hal ini disebabkan karena
perhitungan selain masa pajak terakhir akan menggunakan Tarif Efektif
Rata-Rata (TER) yang dikalikan langsung dengan penghasilan bruto
pegawai tetap kemudian akan disesuaikan kembali pada masa pajak
terakhir dengan menggunakan Tarif Pasal 17 UU PPh. Sehingga

ditetapkannya peraturan ini tidak akan menimbulkan tambahan biaya PPh
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Pasal 21 karena perhitungan dalam setahunnya akan sama besar dengan
perhitungan sebelum penerapan PMK Nomor 168 Tahun 2023. Hal ini
sejalan dengan tujuan ditetapkannya PMK Nomor 168 Tahun 2023 yaitu
sebagai bentuk penyederhanaan perhitungan PPh Pasal 21.

b. Setelah diberlakukannya tax planning dengan tiga metode perhitungan
PPh Pasal 21. Perhitungan dengan metode net dan gross akan
menimbulkan biaya PPh Pasal 21 yang sama yaitu sebesar Rp 70.389.100
dengan PPh Badan sebesar Rp262.173.764. Hal ini dikarenakan biaya PPh
Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan tidak dapat dibiayakan dalam
perhitungan secara fiskal, karena biaya PPh Pasal 21 tersebut dalam Pasal
9 huruf H UU No. 36 Tahun 2008 disebutkan tidak dapat dikurangkan dari
penghasilan bruto. Sedangkan perhitungan dengan metode gross up, PPh
Pasal 21 akan lebih besar yaitu Rp79.908.550 karena PPh Pasal 21
pegawai tetap diberikan dalam bentuk tunjangan pajak yang sama besar
dengan biaya PPh Pasal 21 yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
sehingga PPh Badan akan lebih kecil yaitu sebesar Rp248.723.604.
Sehingga penerapan metode gross up merupakan langkah efektif karena
dapat memberikan penghematan beban pajak badan sebesar

Rp13.450.160.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan kepada perusahaan sebaiknya melakukan
perencanaan pajak yang legal dan sesuai dengan ketentuan perpajakan, dengan
berlakunya PMK Nomor 168 Tahun 2023 mengharuskan perusahaan agar

dapat melakukan perhitungan PPh 21 bagi pegawai tetap sesuai dengan
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peraturan tersebut. Perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan peraturan tersebut
tidak akan menimbulkan beban pajak tambahan, namun akan memberikan
kemungkinan lebih bayar atau kurang bayar di masa pajak terakhir, sehingga
perusahaan harus benar-benar melakukan perhitungan PPh Pasal 21 untuk para
pegawainya.

Perencanaan pajak PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode net yang
diterapkan perusahaan maka akan memperoleh jumlah PPh Badan terutang
sebesar Rp262.173.764, sedangkan jika perusahaan menerapkan metode gross
up akan memperoleh jumlah PPh Badan terutang sebesar Rp248.723.604
sehingga perusahaan akan memperoleh penghematan PPh Badan terutang
sebesar Rp13.450.160 dan hasil tersebut dapat dijadikan sebagai bahan
pertimbangan untuk PT XY Z dalam memilih metode yang akan digunakan saat

melakukan pemotongan PPh pasal 21.
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